ISSN Cetak : 1978-6579
ISSN Online ; 2477-2984

Vol. 13 No. 2, 2017

AKUISISI

Jurnal Akuntansi

THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE, WORK ETHIC,
KNOWLEDGE LEVEL OF ACCOUNTING, AND MORAL HAZARD ON THE
QUALITY OF COMPANY'S FINANCIAL REPORT INFORMATION
(The study is accounting and finance employees in the whole national
private company in Gresik)

Yanuar Lazuardi
Abid Muhtarom

PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING PADA INDEKS SAHAM
SYARIAH INDONESIA

Ardiani lka Sulistyawati

Indah Yuliani

PENGARUH PRAKTIK AKUNTANSI DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
(PRUDENTIAL PRINCIPLE) TERHADAP KUALITAS LABA DAN TINGKAT
PENGEMBALIAN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEl}
Ana Septiani

WHISTLEBLOWING INTE’NTION SEBAGAI ALAT ANTI KORUPSI DALAM
INSTITUSI KEPOLISIAN

Tri Hartono
Fitra Roman Cahaya

PENGARUH PRUDENCE TERHADAP ASIMETRI INFORMASI DENGAN
KUALITAS LABA SEBAGAI VARIABEL. MODERASI {STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI)

Oktifia Aristiani
Suharto
Gustin Padwa Sari

PENERAPAN PRAKTEK DAN TEORI AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Bima Cinintya Pratama
inta Gina Setiawiani
Siti Fatimah
Herman Felani

DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAERAH
MELALUI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA
SELATAN

Verawaty

ANALISIS BENTUK ADOPSI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARD (IFRS) DALAM KONTEKS INSTITUSIONAL (Studi Empiris 30
Negara Berkembang Periode 2006 — 2015)

Rahmat Fajar Ramdani
TSI . ’ ISSN. 1978-6579 (pri
iy Y
3 FAKULTAS EKONOMI

Universitas Muhammadiyah Metro




AKUISISI

Jurnal Akuntansi ISSN Cetakan + 1978-6579
ISSN Online : 2477-2984
Volume 13 No. 2, 2017
DAFTAR ISI
1-14 THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE, WORK ETHIC,

KNOWLEDGE LEVEL OF ACCOUNTING, AND MORAL HAZARD ON THE
QUALITY OF COMPANY’S FINANCIAL REPORT INFORMATION

(The study is accounting and finance employees in the whole national

private company in Gresik)

Yanuar Lazuardi
Abid Muhtarom

15-27 PENGUNGKAPAN ISLAMIC 50CI4L REPORTING PADA INDEKS SAHAM
SYARIAH INDONESIA
Ardiani Ika Sulistyawati
Indah Yuliani

28-44 PENGARUH PRAKTIK AKUNTANSI DENGAN PRINSIPF KEHATI-HATIAN
(PRUDENTIAL PRINCIPLE) TERHADAP KUALITAS LABA DAN TINGKAT
PENGEMBALIAN SAHAM (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BED
Ana Septiani

45-61 WHISTLEBLOWING INTENTION SEBAGAI ALAT ANTI KORUPSI
DALAM INSTITUSI KEPOLISIAN

Tri Hartono
Fitra Roman Cahaya

62-82 PENGARUH PRUDENCE TERHADAP ASIMETRI INFORMASI DENGAN
KUALITAS LABA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BED)
Oktifia Aristiani
Suharto
Gustin Padwa Sari

83-91 PENERAPAN PRAKTEK DAN TEORI AKUNTANSI SYARIAH
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bima Cinintya Pratama
Inta Gina Setiawiani
Siti Fatimeah

Herman Felant

92-107 DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAERAH
MFELALUI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH DI SUMATERA
SELATAN
Verawaty

108-127 ANALISIS BENTUK ADOPSI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING
STANDARD (IFRS) DALAM KONTEKS INSTITUSIONAL (Studi Empiris 36
Negara Berkembang Periode 2006 —2015) /
Rahmat Fajar Ramdani

AKUISISI YOL. 13, No. 2, 2017 i



Universitas B i n a
Darma (8

SURAT TUGAS

Nomor: 0811 /ST/Univ-BD/VII/2017

Rektor Universitas Bina Darma menugaskan kepada Saudara:

No. Nama Jabatan
1. | Verawaty, S.E., M.Sc., Ak., C.A. Dosen PNSDpk Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bina Darma

sebagai Penulis dalam Jurnal Akuisisi Universitas Muhammadiyah Metro (UMM) Lampung Volume 13 No. 02 bulan
Agustus 2017, dengan ISBN: 1878-6579 dan ISSN Online: 2477-2984,

Demikianlah surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di  : Palembang
Pada tanggal : 14 Juli 2017

léepa]a Biro Adminsitrasi,

—

Muhammad Nasir, M.M., M.Kom.

Tembusan disampaikan kepada yth;

. Rektor Universitas Bina Darma (sebagai laporoan);
. Yang bersangkutan untuk dilaksanalkan:

3. Arsip,

I
2

JI. Jend. A. Yani No. 3 Palembang 30264 Indonesia Telp. (62-711) 515679, 515581, 515582 divn.|
Fax. (62-711) 515581, 515582 Web site : www.binadarma.ac.id e-mail : universitas@mail.binadarma.ac.id Wy (7,74 ," () =/




Volume 13 Number2, Page 92-107,2017

AKUISISI| Journal of Accounting & Finance AKU lSl SI

ISSN : Print 1978-6579 — Online 2477-2984 )] ©O U R N A |

A K LS S | T AN & §

DETERMINANTRANSPARANSIINFORMASIKEUANGANDAERAHMELALUI
E-GOVERNMENTPEMERINTAHDAERAHDISUMATERASELATAN

Verawaty
Universitas Bina Darma
verawaty mahyudin@yahoo.com

Abstract:  The  purposeofthis  study  wastoanalyzethe  associationofLocal Own  Source  Revenue,
GeneralAllocationFund,SpecialAllocationFund, and Debt Ratio as the determinants of the Local GovernmentFinancial
InformationTransparency.Thepopulation wasall local governmentinSouthSumatra.The statistical resultsshowedthatonly
Local Own Source Revenue showed the positive associationto Financial InformationTransparency. The study
implication recommends that the local government must improvetheimplementationofe-governmentin order to
enhanceaccountingtransparencythat they present in the website.

Keywords: Local Own Source Revenue, GeneralAllocationFund,SpecialAllocationFund, Debt Ratio, Local
GovernmentFinancial InformationTransparency

AKUISISI - Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Website : http://www fe ummetro. ac.id/ejournallindex php/JA

@ This is an open access article distnbuted under the terms of the Creative Commons Atinbution 4.0
@ International License, which permits unrestnicted use, distnbution, and reproduction in any medium,
BY

provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia saat ini
adalah semakin menguatnya tuntutan transparansi publik oleh masyarakat, baik pusat maupun
daerah. Berdasarkan dimensi transparansi publik berdasarkan Solihin (2006), yaitu akses kebebasan
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan berbagai
kebijakan publik dan yang menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaan, serta hasil-hasilnya
yang dicapai. Menurut Verawaty (2017), bila dikaitkan dengan e-government, khususnya untuk
aspek akuntansi sektor publik, konsep transparansi sangat penting. Publik berhak mengetahui
alokasi dana publik, bahkan mulai dari perencanaan, pengimplementasian dan progresnya,
pelaporannya, dan hasil pengauditannya oleh BPK. Media e-government dapat menjadi sarana
publikasi kinerja keuangan yang merefleksikan penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut
pengelolaan sumber daya publik.
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Peningkatan transparansi dapat dilihat dari ketersediaan suatu informasi dan aksesibilitasnya
dalam memperoleh informasi tersebut untuk publik, maka salah satu cara yang paling efektif dalam
melaksanakan keterbukaaninformasi keuangan publik adalah menggunakan media elektronik yaitu
situsresmi yang dalam istilah sistem informasi untuk pemerintahan disebut e-government. Kravchuk
dan Voorhees (1999); Mead (2002); Styles dan Tennyson (2007); Verawaty (2017) menyetujui
bahwa bahwa penyebaran laporan ini merupakan tanggung jawab dan dikendalikan oleh pemerintah
daerah. Tentunya salah satu cara yang paling efektif dari segi cara, efisien dari segi waktu, dan
ekonomis dari segi biaya untuk agen pemerintah yang diotorisasi untuk tanggung jawab tersebut
untuk menyebarkan informasi ini, internet dengan aplikasi IFR (Internet Financial Reporting)
melalui e-government merupakan alternatif yang tepat.

Dalam penelitian ini, aspek yang akan dibahas yaitu, pendapatan asli daerah (PAD), dana
alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan rasio pembiayaan hutang (RPH). Penelitian
ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti menambahkan variabel
DAK Kkarena variabel ini juga menjadi tolak ukur untuk menilai pengungkapan transparansi
informasi keuangan pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik.

Penelitian acuan, Pitri dan Merina (2017) hanya memiliki nilai koefisien determinasi
sebesar 0,551. Artinya hanya 55,1% variabel pengungkapan transparansi informasi keuangan
pemerintah daerah dapat diterangkan dengan variabel determinan. Sisanya sekitar 44,9%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian tersebut. Selain itu nilai tersebut
berarti sebagian besar variabel yang digunakan tidak terbukti mempunyai pengaruh positif dengan
pengungkapan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah sehingga peneliti mengurangi
jumlah variabel dari penelitian acuan dan menambah satu variabel baru.

Penelitian-penelitian terdahulu lainnya yang membahas mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah antara lain
Laswad dkk (2005); Styles dan Tennyson (2007); Hilmi (2010); Lesmana (2010); Rora (2010);
Syafitri (2012); Medina (2012); Jeckly dan Eka (2014); Verawaty (2015); Nainggolan dan Purwanti
(2016); Verawaty (2017); Pitri dan Merina (2017) pun masih memberikan hasil yang berbeda-
berbeda mengenai determinan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini
akan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah di Sumatera
Selatan dalam upaya meningkatkan penerapan e-government dalam bidang akuntansi, yaitu IFR

(Internet Financial Reporting) sehingga akan tercapai transparansi publik yang semestinya.
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TINJAUAN PUSTAKA
Teori Agensi dan Teori Sinyal (Signalling Theory) dalam Pemerintahan

MenurutZimmerman (1976) dalam Verawaty (2017),agencyproblemjuga
adadalamkonteksorganisasi pemerintahan. Rakyat sebagai prinsipal memberikan mandat kepada
pemerintah sebagai agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraanrakyat.Dalamkontekslain,politisidapatjugadisebutprinsipalkarena menggantikan peran
rakyat. Namun dapat juga dipandang sebagai agen karena
menjalankantugaspengawasanyangdiberikanolehrakyat. Implikasi dari teori ini, prinsipal, yaitu
rakyatsecaralangsungperlumelakukanpengawasankepadaagen,baik
pemerintahmaupunparapolitisi.Politisisebagaiprinsipaljugamemerlukaninformasi
untukmengevaluasi jalannya pemerintah.

Hubunganprinsipaldanagendapatdilihatdalam politik demokrasi (Moe, 1984 dalam
Verawaty, 2017). Masyarakat adalah prinsipal, politisi (legislatif) adalah agen mereka.
Politisi(legislatif) adalah prinsipal,birokrat/pemerintah adalah agen mereka. Pejabat pemerintahan
adalah prinsipal, pegawai pemerintahan adalah agen mereka. Keseluruhan politik tersusun dari alur
hubungan prinsipal-agen, dari masyarakat hingga level terendah
pemerintahan.FadzildanNyoto(2011)jugamenyatakan bahwaterdapathubunganprinsipal-
agenantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah.Pemerintahpusatadalahprinsipaldan
pemerintahdaerahbertindaksebagaiagen.Halini dikarenakan,Indonesiasebagainegara
kesatuan,pemerintahdaerahbertanggungjawabkepadamasyarakatsebagaipemilihdanjuga
kepadapemerintah pusat.

Dalamkonteksteorisignalling,pemerintahberusahauntukmemberikansinyalyang
baikkepadarakyat(EvansdanPatton,1987 dalam Verawaty,
2017).Tujuannyaagarrakyatdapatterusmendukung pemerintahyang
saatiniberjalansehinggapemerintahandapatberjalandenganbaik.Laporan keuangan dapat dijadikan
sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu
diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk
promosiuntuk tujuan politik.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi
atau sinyal pada masyarakat untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat.
Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga
pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Tentu dengan diseminasi melalui keunggulan internet
dengan fasilitas e-government seperti ini dapat didistribusikan lebih cepat dan dapat dieksploitasi

untuk lebih membuka diri atau transparan dengan menginformasikan laporan keuangannya.
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Penelitian-Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah
pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pemerintah asli daerah yang sah. Craven dan
Marston (1999) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang buruk akan menghindari
pengungkapan sukarela seperti voluntary internet based disclosure dan akan memilih membatasi
pengungkapan informasi bagi masyarakat.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan wujud kemandirian dalam memperoleh
pendapatan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan menggunakan
mekanisme APBD. Rora (2010), Nainggolan dan Purwanti (2016) serta Pitri dan Merina (2017),
menyebutkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ataupun ketersediaan konten
pemerintah daerah, sedangkan Jeckly dan Eka (2014) yang meneliti tingkat PAD menyatakan
bahwa PAD berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Dalam hal ini
pemerintah daerah sudah cenderung memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses.
Dari penelitian terdahulu, masih adanya temuan hasil penelitian yang tidak konsisten sehingga
peneliti perlu melakukan pengujian kembali untuk mengetahui temuan penelitian transparansi
informasi keuangan ke dalam hipotesis sebagai berikut:

H;: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan
daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) bagi semua daerah provinsi dan jumlah DAU bagi
semua daerah kabupaten/kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAU untuk
suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan jumlah DAU untuk suatu daerah
kabupaten/kota yang ditetapkan dalam APBN dikalikan dengan rasio bobot daerah kabupaten/kota
tersebut, terhadap jumlah bobot seluruh kabupaten/kota. Porsi daerah kabupaten/kota ini merupakan
persentase bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah
kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang berasal dari
APBN vyang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai

kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Jeckly dan Eka
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(2014) serta Pitri dan Merina (2017), DAU tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi
keuangan daerah, sedangkan menurut Liestiani (2008) dan Syafitri (2012), variabel DAU
berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah karena dengan adanya DAU dari
pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai
transparansi informasi keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis
penelitian sebagai berikut:

H,:  Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan
dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional. Menurut Ardhani (2011), DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban dan biaya kegiatan Khusus
yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan
investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan
publik dengan umur ekonomis panjang agar diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan Jeckly dan Eka (2014), DAU tidak berpengaruh terhadap transparansi
informasi keuangan daerah, maka diharapkan dana perimbangan lainnya, yaitu DAK akan
mempengaruhi karena dengan adanya DAK dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa
mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai transparansi informasi keuangan daerah.
Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hs:  Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah

Pengaruh Rasio Pembiayaan Hutang terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah

MenurutStyles dan Tennyson (2007), berpendapat bahwa dengan melakukan pembiayaan
terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan dampak pada kemampuan
pemerintah daerah memberikan pelayanan dan program terpadu bagi masyarakat di masa yang akan
datang. Namun besarnya hutang tidak boleh melebihi jumlah dari modal yang dimiliki. Menurut
Zimmerman (1977) dan Ingram (1984) dalam Gore (2004) dan Verawaty (2017), pengungkapan
informasi keuangan melalui internet dapat memfasilitasi kreditur untuk mengawasi Kkinerja
pemerintah.

Syafitri (2012), dalam sektor swasta, laporan keuangan digunakan oleh kreditur sebagai alat

untuk menilai kemampuan organisasi dalam membayar kewajibannya di masa yang telah
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ditentukan. Oleh karena itu kreditur sering kali menghendaki pengungkapan yang lengkap pada
laporan keuangan. Begitu halnya dengan pemerintah pihak kreditur akan menuntut pengungkapan
yang lebih besar sebagai bentuk pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitas atas
pembiayaan yang telah diberikan kreditur. Medina (2012), Verawaty (2015) dan Nainggolan dan
Purwanti (2016) serta Pitri dan Merina (2017), tidak menemukan hubungan positif antara rasio
pembiyaan hutang (RPH) dengan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Namun
menurut Laswad dkk (2005) dan Rora (2012), sebaliknya menyatakan bahwa RPH berpengaruh
terhadap transparansi informasi keuangan daerah sehingga peneliti perlu melakukan pengujian
kembali untuk mengetahui temuan penelitian transparansi informasi keuangan ke dalam hipotesis
sebagai berikut:

H,:  Rasio pembiayaan hutang berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan

daerah

METODOLOGI PENELITIAN
Operasional Variabel

Variabel Definisi Indikator Skala
Ukur
Variabel Independen: Pendapatan asli daerah merupakan Realisasi Nominal

1. Pendapatan Asli sumberpenerimaandaerahasli  yang Pendapatan Asli

Daerah (PAD) digali di Daerah (PAD)
(X1) daerahtersebutuntukdigunakansebaga
[ modal

dasarpemerintahdaerahdalammembia
yaipembangunandanusaha-
usahadaerahuntukmemperkecilketerg
antungandanadaripemerintahpusat
yang terdiridaripajakdaerah,
retribusidaerah,
hasilpengelolaankekayaandaerah
yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatandaerah yang sah.

2. Dana  Alokasi Dana alokasi umum merupakan salah Realisasi Dana Nominal
Umum satu transfer dana pemerintah kepada Alokasi Umum
(X2) pemerintah daerah yang bersumber (DAU)
dari pendapatan APBN dengan
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tujuan  pemerataan  kemampuan

keuangan antardaerah

3. Dana Alokasi Dana alokasi khusus merupakan Realisasi Dana Nominal
Khusus atau salah satu transfer dana pemerintah Alokasi Khusus
DAK (X3) kepada pemerintah daerah yang (DAK)
bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah
tertentu  dengan  tujuan  untuk
membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional.

4. Rasio Rasio pembiayaan hutang merupakan Total kewajiban Rasio
Pembiayaan proporsi  yang  menggambarkan dibandingkan
Hutang besarnya hutang dari pihak eksternal dengan total
(X4) dibandingkan dengan modal sendiri.  ekuitas
Variabel Dependen: Transparansi adalah memberikan Ketersediaan Ordinal

Transparansi Informasi informasi keuangan yang terbuka informasi

keuangan (YY) dan  jujur kepada masyarakat keuangan daerah
berdasarkan pertimbangan bahwa melalui e-
masyarakat memiliki hak untuk government
mengetahui  secara terbuka dan (Jika ada TIKD
menyeluruh atas = 1; tidak ada
pertanggungjawaban pemerintah TIKD = 0)
dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek
atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah

provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017.

Teknik Analisis
Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
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TIKD=a + B1.PAD + 2 DAU + 3 DAK + 4 RPU + e

Keterangan:

a : Konstanta

B . Koefisien Regresi

TIKD Transparansi Informasi Keuangan Daerah
PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU Dana Alokasi Umum

DAK Dana Alokasi Khusus

RPU : Rasio Pembiayaan Hutang

e . Koefisien eror

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Uji Nilai Likelihood

Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig.

Stepl Step 11,551 4 021
Block 11,551 4 ,021

Model 11,551 4 ,021

Omnibus test dilakukan untuk menilai apakah model secara keseluruhan cocok (fit) dengan
data yang tersedia. Pada model ini diperoleh nilai sig 0,021 yang menunjukkan bahwa model yang
dibentuk signifikan dan cocok dengan data.

Koefisien Determinasi (Negelkerke R Square)
Model Summary

-2 Log Cox & Snell Nagelkerke R
Step  likelihood R Square Square
1 13,180° 474 ,634

a. Estimation terminated at iteration number 7
because parameter estimates changed by less than
,001.
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Koefisien determinasi adalah bagian dari variasi total dalam variabel dependen yang
dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen (variabilitas). Hal ini ditunjukkan dengan nilai
R2. Penelitian ini memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 0,634. Artinya hanya 63,4% variabel
pengungkapan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah dapat diterangkan dengan
variabel bebas dalam penelitian ini. Sisanya sekitar 36,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diamati dalam penelitian ini.
Uji Nilai Hosmer and Lemeshow Test

Hosmer and Lemeshow Test

Step  Chi-square df Sig.
1 3,026 7 ,883

Hosmer and lemeshow test digunakan untuk menilai kelayakan keseluruhan dari suatu
model regresi. Suatu model dinyatakan layak jika memiliki nilai p > 0,05. Hasil nilai menunjukkan

nilai sig 0,883. Hal ini menunjukkan model sudah tepat dan mampu menjelaskan data yang ada.

Menilai Akurasi Model

Classification Table®

Predicted
TIKD Percentage
Observed Non IFR IFR Correct
Stepl TIKD NonlIFR 9 1 90,0
IFR 2 6 75,0
Overall
83,3
Percentage

a. The cut value is ,500

Dari 10 pemerintah daerah yang tidak memiliki atau tidak ada pengungkapan informasi
keuangan daerah, sebanyak 9 data (90%) dapat diprediksi oleh model. Dari 8 pemerintah daerah
yang ada mengungkapkan informasi keuangan daerah, hanya 6 (75%) yang dapat diprediksi oleh
model. Jika keberadaan pengungkapan informasi keuangan daerah dianggap sebagai variabel yang
ingin diprediksi, maka dapat dikatakan sensitivitas model adalah 90%. Secara keseluruhan akurasi
model adalah 83,3%.
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Model Regresi yang dihasilkan

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1° PAD 8,260 4,877 2,869 1 ,090 3866,142

DAU -11,307 9,325 1,470 1 ,225 ,000

DAK 2,173 6,083 ,128 1 721 8,783
RasioPembiyaanHu 1775342422
tang 42,021 30,327 1,920 1 ,166 363296770,0

00
Constant 15,757 49,970 ,099 1 753 6969003,110

a. Variable(s) entered on step 1: PAD, DAU, DAK, RasioPembiyaanUtang.

Hasil pemodelan regresi logistik yang ditampilkan dalam tabel di atas menunjukkan Nilai B
koefisien dari setiap variabel bebas yang diuji. Sementara Nilai EXP (B) menunjukkan besar
kemungkinan adanya pengungkapan informasi keuangan pada setiap pemerintah daerah. Setelah
melakukan analisis regresi dari tabel di atas, maka nilai-nilai koefisien regresi tersebut dapat
dimasukkan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut:

TIKD = 15,757 + 8,260 PAD — 11,307 DAU + 2,173 DAK + 42,021 RPU +e

Pembahasan
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan
Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif
terhadap transparansi informasi keuangan daerah. PAD memiliki koefisien regresi 8,260 dan nilai
signifikansi 0,090 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 (0=10%). Hasil analisis tersebut
konsisten dengan Jeckly dan Eka (2014) yang menyatakan PAD memiliki pengaruh terhadap
transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini tidak konsisten dengan Rora
(2012), Nainggolan dan Purwanti (2016) serta Pitri dan Merina (2017) yang menyatakan bahwa

PAD tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
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Berdasarkan pengujian pertama yang telah dilakukan membuktikan bahwa semakin tinggi
PAD maka pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah akan semakin besar. PAD
merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut digunakan sebagai modal
dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat yang terdiri dari pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah, agar pemerintah daerah tidak cenderung berlomba-lomba mengeksploitasi PAD dengan
membuat syarat pungutan baru yang dapat membebani masyarakat.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi yang
dibayarkan oleh masyarakat bisa memotivasi pemerintah untuk dapat melakukan pengungkapan
yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masyarakat saat ini sudah memahami
konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu melaksanakan kewajiban dan juga menuntut
hak yang dalam hal ini adalah hak untuk mendapatkan informasi publik berupa informasi keuangan.
Peran pemerintah (agen) dan masyarakat (partisipan) telah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu,
tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas dana transfer semakin rendah sehingga
menyebabkan pengungkapan PAD menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pengungkapan
transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menerima hipotesis bahwa PAD
berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Dengan demikian PAD dapat
dijadikan determinan dalam menentukan transparansi informasi keuangan daerah melaluie-

governmentpemerintahdaerahdiSumateraSelatan.

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan
Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi umum (DAU) tidak berpengaruh
positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan nilai koefisien regresi -11,307 dan
nilai signifikansi 0,225 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 (¢=10%) dan 0,05 (a=5%). Hasil
analisis tersebut tidak konsisten dengan Syafitri (2012) dan Liestiani (2008) yang menyatakan
bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi,
hasil analisis ini konsisten dengan Jeckly dan Eka (2014) serta Pitri dan Merina (2017) yang
menyatakan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa DAU berpengaruh
terhadap pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah. DAU adalah dana yang
dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah. DAU bersifat “Block Grant” yang artinya kepala dacrah dapat menggunakan DAU sesuai

kebutuhan suatu daerah yang diprioritaskan secara bertanggung jawab. Jumlah DAU bagi semua
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daerah khususnya kabupaten/kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam APBD. Besaran
DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) Netto yang
ditetapkan dalam APBN.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa DAU yang merupakan dana transfer yang bersifat
block grant yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang
dialokasikan pun tidak terlalu besar tidak mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan
pengungkapan transparansi informasi keuangannya. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa
DAU berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Dengan demikian DAU
tidak dapat dijadikan determinan transparansi informasi keuangan daerah melaluie-

governmentpemerintahdaerahdiSumateraSelatan.

Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan
Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana alokasi khusus (DAK) tidak berpengaruh
positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan DAK memiliki koefisien regresi
2,173 dan nilai signifikansi 0,721 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 (0=10%) dan 0,05
(0=5%). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan Syafitri (2012) dan Liestiani (2008) yang
menyatakan bahwa dana dana perimbangan, baik DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh
terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan
Jeckly dan Eka (2014) yang menyatakan dana perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap
transparansi informasi keuangan daerah.

DAK (Undang-undang No. 33 Tahun 2004) merupakan dana yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Seperti juga DAU,
DAK bersifat special grant yang berarti penggunaannya ditentukan pemerintah pusat untuk
mendanai pembangunan yang merupakan bagian dari belanja modal dan persentase DAK untuk
belanja daerah yang kecil menjadi penyebab tidak signifikannya pengaruh DAK terhadap
transparansi informasi keuangan daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa DAK yang menunjukkan tingkat ketergantungan
pemerintah daerah atas dana transfer semakin rendah sehingga menyebabkan pengungkapan PAD
menjadi lebih prioritas utama pemerintah daerah dibandingkan dana perimbangan (termasuk DAK)
dalam pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menolak
hipotesis bahwa DAK berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
Dengan demikian DAK tidak dapat dijadikan determinan transparansi informasi keuangan daerah

melaluie- governmentpemerintahdaerahdiSumateraSelatan.

103



DeterminanTransparansilnformasi

Rasio Pembiayaan Hutang berpengaruh positif terhadap Transparansi Informasi Keuangan
Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio pembiayaan hutang (RPH) tidak berpengaruh
positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah dengan RPH memiliki koefisien regresi
42,021 dan nilai signifikansi 0,166 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,10 (0=10%) dan 0,05
(0=5%). Hasil analisis tersebut tidak konsisten dengan Laswad dkk (2005) dan Rora (2010) yang
menyatakan bahwa RPH memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan daerah.
Akan tetapi, hasil analisis ini konsisten dengan Medina (2012), Verawaty (2015), dan Nainggolan
dan Purwanti (2016) serta Pitri dan Merina (2017) yang menyatakan RPH tidak memiliki pengaruh
terhadap transparansi informasi keuangan daerah.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa RPH berpengaruh
terhadap pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah. Kewajiban atau hutang merupakan
transaksi yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah. Menurut Syafitri (2012), RPH merupakan proporsi yang
menggambarkan besarnya hutang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Oleh
karena itu, pengungkapan informasi keuangan melalui internet dapat memfasilitasi kreditur untuk
mengawasi Kinerja pemerintah daerah.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih
tinggi cenderung akan mengurangi akses ke informasi keuangan pada situs resminya. Hal ini
dikarenakan penggunaan hutang yang lebih tinggi sebagai sumber pembiayaannya akan
memberikan sinyal Kinerja pemerintah daerah yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah
yang rasio pembiayaannya lebih besar cenderung akan membatasi akses pengguna ke informasi
keuangannya. Pembatasan akses dapat memberikan dampak bahwa pemerintah daerah kurang
transparan atas informasi keuangan yang dimilikinya. Dengan demikian RPH tidak dapat dijadikan
determinan transparansi informasi keuangan daerah. Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa
RPH berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah melaluie-
governmentpemerintahdaerahdiSumateraSelatan.

PENUTUP

Simpulan
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan transparansi informasi keuangan daerah
dalam APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2017.
Keempat determinan tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi
khusus, rasio pembiayaan hutang. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, hanya pendapatan asli
daerah (PAD) yang berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan daerah. PAD
yang bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat telah bisa memotivasi
pemerintah untuk dapat melakukan pengungkapan yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Masyarakat mulai menuntut hak informasi publik yaitu informasi keuangan. Peran
pemerintah (agen) dan masyarakat (partisipan) telah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu,
tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas dana transfer dirasa rendah sehingga menyebabkan
pengungkapan PAD menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pengungkapan transparansi
informasi keuangan daerah.
Saran
Nilai Adjusted R? dari model yang diuji dalam penelitian ini sebesar 63,4% maka ada 36,6%
variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi transparansi
informasi keuangan daerah. Untuk penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan
data laporan keuangan pemerintah yang paling baru dan periode waktu yang lebih panjang sehingga
lebih terlihat perkembangan tingkat pengungkapan transparansi informasi keuangan daerah. Selain
itu, peneliti berikutnya bisa mencoba menganalisisnya secara deskriptif kualitatif sehingga melalui
metode wawancara bisa ditemukan determinan yang mendorong atau menghambat transparansi

informasi keuangan daerah.
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